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Abstrak 

Perjanjian antar pemegang saham merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perusahaan, 
terutama ketika Anggaran Dasar tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional secara 
fleksibel. Perjanjian ini memberikan ruang bagi para pemegang saham untuk menetapkan ketentuan 
tambahan, termasuk dalam penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan Direksi dan Dewan 
Komisaris pada PT Oceania Development. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, 
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perjanjian antar pemegang saham yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para 
pihak. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, 
yang menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. 
Kata Kunci : Perjanjian Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Wanprestasi 

 
Abstract 
A shareholders’ agreement is a crucial instrument in corporate governance, especially when the Articles of Association 
cannot accommodate all operational needs flexibly. Such agreements allow shareholders to establish additional 
provisions, including the appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners. This study aims to 
analyze the legal consequences of shareholders’ agreements in appointing directors and commissioners at PT Oceania 
Development. The research employs a normative juridical method, using statutory and case approaches. The results 
show that a shareholders’ agreement, when lawfully made and fulfilling the legal requirements under Article 1320 of 
the Indonesian Civil Code, has binding legal force equivalent to law for the involved parties. Therefore, any non-
compliance with the agreement may constitute a breach of contract (wanprestasi), obligating the breaching party to 
compensate the losses suffered by the other party. 
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1. Pendahuluan 
Saham merupakan bagian kepemilikan yang dimasukkan ke dalam suatu 

perseroan sebagai bentuk partisipasi dalam perusahaan. Sementara itu, perjanjian adalah 
perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, 
suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang secara eksplisit disepakati, 
tetapi juga mencakup hal-hal yang wajib dipenuhi berdasarkan kepatutan, kebiasaan, 
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serta peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya sekadar 
kesepakatan tertulis, melainkan memiliki kekuatan hukum mengikat yang disertai 
dengan norma hukum, adat istiadat, dan etika. Perjanjian antar pemegang saham 
biasanya mencakup serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham 
dalam mengelola kepentingan mereka di dalam suatu perseroan, termasuk dalam hal 
penunjukan Direksi dan Dewan Komisaris. 

Anggaran Dasar (AD) suatu perseroan merupakan dokumen publik yang memuat 
ketentuan internal mengenai tata kelola perusahaan, seperti struktur modal, penerbitan 
dan kepemilikan saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak dan tanggung 
jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Sebaliknya, perjanjian antar pemegang saham 
bersifat privat dan hanya berlaku bagi pihak yang menandatanganinya. Perjanjian antar 
pemegang saham dapat dibuat sebelum atau setelah pendirian perseroan dan sering kali 
dijadikan pedoman tambahan dalam menjalankan operasional perusahaan. Namun 
demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik, terutama apabila salah satu 
pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, yang dapat menimbulkan wanprestasi. Padahal, 
menurut ketentuan hukum, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan wajib dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

Untuk sahnya suatu perjanjian, hukum mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu 
kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang tidak 
bertentangan dengan hukum. Dalam konteks perjanjian pemegang saham, keempat 
unsur tersebut harus terpenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat. 

Sebagai ilustrasi, terdapat sebuah kasus antara PT WAS sebagai penggugat dan 
PT MTU, PT IPG, serta PT LMS sebagai tergugat, yang merupakan para pemegang saham 
dalam PT Oceania Development. Dalam perjanjian antar pemegang saham, telah 
disepakati pembagian komposisi Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, dalam 
pelaksanaan RUPS Luar Biasa, hasil yang ditetapkan tidak sesuai dengan kesepakatan 
dalam perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa hukum. 

2. Metode 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang 

menekankan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana 
tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang 
relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute 
approach), dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai 
perjanjian dan perseroan terbatas, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
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kasus (case approach) untuk menganalisis perkara konkret yang menjadi objek kajian, 
yakni sengketa hukum mengenai perjanjian antar pemegang saham dalam penetapan 
Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development. Sumber data dalam 
penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan 
melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan 
pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dari perjanjian antar pemegang saham 
dalam praktik ketatanegaraan perusahaan. 

3. Pembahasan 
A. Akibat Hukum dari Perjanjian Pemegang Saham tentang Penetapan Jabatan 

Direksi dan Dewan Komisaris pada PT Oceania Development 
Perjanjian antar pemegang saham merupakan suatu bentuk kontrak privat 

yang dibuat antara para pemegang saham, yang pada umumnya juga melibatkan 
perusahaan itu sendiri. Perjanjian ini dapat memuat ketentuan tambahan yang tidak 
tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan, termasuk mengenai pembagian 
komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. Sifat privat dari perjanjian tersebut 
memberikan keleluasaan bagi para pemegang saham untuk menyusun ketentuan 
sesuai kesepakatan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, 
kesusilaan, maupun ketertiban umum. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 
perbuatan hukum perseroan, kecuali sebatas jumlah saham yang dimiliki. Namun 
demikian, mereka memiliki hak dan kewajiban tertentu yang dapat diatur lebih lanjut 
melalui perjanjian. Dalam struktur perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris merupakan organ-organ utama yang 
memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Penunjukan Direksi dan Dewan 
Komisaris harus dilakukan melalui RUPS atau mekanisme yang sah, dan pencalonan 
biasanya berasal dari pemegang saham. 

Perjanjian antar pemegang saham yang mengatur komposisi jabatan Direksi 
dan Dewan Komisaris bukanlah hal yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan. Hal ini merupakan pengejawantahan dari asas kebebasan berkontrak 
yang memungkinkan para pihak menyepakati hal-hal yang tidak diatur secara rinci 
dalam Anggaran Dasar. Selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka isi perjanjian 
tersebut sah dan mengikat secara hukum. Apalagi jika perjanjian tersebut telah 
memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 
adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. 

Kasus sengketa antara PT Wisma Aman Sentosa sebagai penggugat dan PT 
Mitra Tirta Utama, PT Indo Prakarsa Gemilang, serta PT Lumbung Mas Sejahtera 
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sebagai tergugat menggambarkan situasi di mana perjanjian pemegang saham 
dilanggar. Dalam perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa masing-masing pihak 
berhak mengajukan nama calon untuk menduduki jabatan Direksi dan Dewan 
Komisaris, dengan proporsi tertentu. Namun, saat RUPS Luar Biasa diselenggarakan, 
nama-nama calon yang diajukan oleh penggugat tidak diakomodasi oleh para 
tergugat, meskipun penggugat telah menyerahkan daftar calon secara resmi. 
Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan secara sah. 

Perlu dipahami bahwa meskipun pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris 
dilakukan melalui RUPS, apabila sebelumnya telah ada perjanjian yang mengatur 
mekanisme atau pembagian jatah pencalonan, maka perjanjian tersebut tetap harus 
menjadi pedoman. Tidak mengakomodasi ketentuan yang telah disepakati berarti 
mengabaikan prinsip itikad baik dan mengingkari kewajiban kontraktual, yang 
berpotensi menimbulkan kerugian hukum maupun finansial kepada pihak lain. 

Perbuatan wanprestasi dalam konteks ini meliputi tindakan tidak 
melaksanakan isi perjanjian, melaksanakannya secara tidak benar, melaksanakannya 
terlambat, atau melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan menurut isi 
perjanjian. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban untuk membayar 
ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, hingga biaya perkara apabila 
sengketa diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, dalam kasus PT Oceania 
Development, apabila terbukti bahwa para tergugat tidak mengindahkan ketentuan 
yang telah disepakati dalam perjanjian, maka mereka dapat dinyatakan wanprestasi 
dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada penggugat. Hal ini mempertegas bahwa 
perjanjian antar pemegang saham memiliki kekuatan hukum yang kuat selama 
dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

B. Keabsahan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Pemegang Saham dalam 
Hukum Perusahaan di Indonesia 

Dalam hukum perjanjian di Indonesia, dikenal asas kebebasan berkontrak, yang 
memberikan hak kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi, bentuk, 
dan mitra yang mereka tentukan sendiri, selama tidak bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini menjadi dasar penting dalam 
menilai keabsahan perjanjian pemegang saham sebagai suatu kontrak yang hidup 
dalam praktik dunia usaha modern. Perjanjian pemegang saham yang mengatur 
pembagian komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris bukanlah bentuk 
intervensi terhadap struktur organ perseroan, melainkan pengaturan internal di 
antara para pemilik modal yang wajib dihormati sepanjang memenuhi syarat-syarat 
sahnya perjanjian. 
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Keabsahan perjanjian ini juga didukung oleh fakta bahwa tidak ada satu pun 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
yang melarang para pemegang saham untuk membuat kesepakatan tambahan di luar 
Anggaran Dasar. Bahkan, undang-undang tersebut secara eksplisit mengakui 
kewenangan RUPS untuk mengambil keputusan sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan hukum dan Anggaran Dasar. Maka, perjanjian yang dibuat untuk 
mendukung pelaksanaan RUPS, termasuk soal pengajuan nama calon Direksi dan 
Dewan Komisaris, patut dipandang sebagai instrumen hukum yang sah. 

Dalam konteks kasus PT Oceania Development, Perjanjian Pemegang Saham 
telah dituangkan dalam akta notaris dan secara jelas mengatur hak masing-masing 
pihak untuk mencalonkan sejumlah nama ke dalam jabatan Direksi dan Dewan 
Komisaris. Oleh karena itu, pengabaian terhadap isi perjanjian tersebut dalam 
pelaksanaan RUPS Luar Biasa menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap 
asas kepastian hukum dan itikad baik. Ketika perjanjian telah memenuhi unsur-unsur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka sifatnya menjadi obligatoir—mengikat dan wajib 
dilaksanakan. Pengingkaran terhadap isi perjanjian semacam itu tidak hanya 
memunculkan sengketa antar pemegang saham, tetapi juga dapat menimbulkan 
instabilitas dalam tata kelola perusahaan. 

Lebih jauh lagi, kekuatan mengikat dari perjanjian ini menjadi penopang bagi 
perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak. Dalam hal terjadi sengketa, 
pengadilan memiliki dasar yang kuat untuk menilai dan mengabulkan tuntutan 
terhadap pihak yang wanprestasi, termasuk pembatalan hasil RUPS yang 
bertentangan dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, fungsi preventif dan represif dari 
hukum perjanjian bekerja secara simultan dalam konteks ini: mencegah pelanggaran 
dan memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan. 

Dengan demikian, dalam kerangka hukum perusahaan Indonesia, perjanjian 
pemegang saham bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki posisi penting 
sebagai sumber kewajiban yang melengkapi ketentuan dalam Anggaran Dasar. 
Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan, sekalipun 
mekanisme formal seperti RUPS telah dilaksanakan, karena substansi perjanjian yang 
dilanggar dapat berimplikasi langsung terhadap keabsahan keputusan yang diambil. 

4. Kesimpulan 
Perjanjian antar pemegang saham merupakan bentuk perjanjian privat yang sah 

dan diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia, selama memenuhi syarat sah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perusahaan, 
perjanjian ini dapat digunakan sebagai instrumen pengatur tambahan terhadap hal-hal 
yang tidak diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar, termasuk pengaturan mengenai 
pencalonan dan pembagian komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris. 
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Kasus yang terjadi pada PT Oceania Development menunjukkan bahwa 
pengabaian terhadap isi perjanjian yang telah disepakati secara sah dapat menimbulkan 
akibat hukum berupa wanprestasi. Para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian 
dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk kewajiban untuk membayar ganti rugi 
atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang 
dibuat dalam perjanjian pemegang saham harus dijalankan secara konsisten dalam setiap 
pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 

Selain itu, dari sisi keabsahan, perjanjian pemegang saham tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Justru 
perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang 
memberikan jaminan hukum bagi para pemegang saham untuk mengatur hubungan 
internal mereka secara lebih fleksibel. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi 
perjanjian, meskipun dilakukan dalam forum yang sah seperti RUPS, tetap dapat 
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berdampak pada keabsahan 
keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, perjanjian pemegang saham memiliki 
kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya, dan ketidakpatuhan terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi 
hukum yang serius dalam tata kelola perusahaan. 
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